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[bookmark: KATA_PENGANTAR]KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,
Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta ridlho-Nya, maka Kami dapat melaksanakan pembuatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) sebagai tindak Lanjut dari Rencana Strategis (Renstra)Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018- 2023.
Pada prinsipnya, keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Kerja Renja periode 2023 ini berisi tentang sasaran dan indikator serta target yang harus dicapai dalam rentang periode tersebut. Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) terdiri atas: Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan); Evaluasi Pelaksanaan Renja Ttiwulan I, II, II dan IV  Badan Kesbangpol Tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol, isue-Isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, Review Terhadap Rencana kerja RKPD); Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan Dalam Renja SKPD (Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol); Penutup serta Lampiran (mencakup Data-data Pendukung)
Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.
									
							Pelaihari,  25 Agustusi  2022
Kepala Badan Kesbangpol
   Kabupaten Tanah Laut
	

						             Drs.H.RUDI ISMANTO,M.Si
	Pembina Utama Muda
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[bookmark: BAB_I]BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut merupakan perubahan kelembagaan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik.
Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya  disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, tujuan pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Rencana Kerja atau disebut RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah– langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.



Dengan demikian RENJA merupakan pedoman  bagi  penyusunan  Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.
Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang – Undang    Nomor  23  tahun 2014  bahwa Pemerintahan  Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai 
rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.


1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673); 
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja 
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini adalah :
a. Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2023.
b. Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan
c. Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan pelayanan
d. Mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik dengan dukungan pembiayaan dari APBD II.
Sedangkan Tujuan Penyusunan  Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :
a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat.
b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik
d. Mendiskripsikan	tentang program –	program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;





1.4 Sistematika   Penyusunan    Rencana Kerja  
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
	    BAB l
	PENDAHULUAN

	
	1.1
	Latar Belakang

	
	1.2
	Landasan Hukum

	
	1.3
	Maksud dan Tujuan

	
	1.4
	Sistematika Penulisan

	BAB ll
	HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021
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	2.2
	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan BangsadanPolitik

	
	2.3
	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol
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	3.1
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	BAB Lv
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	4.1
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	BAB V
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2021


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Kesbangpol Tahun 2021.
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, dimana pada tahun 2014 ini mengalami perubahan kelembagaan nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)  Evaluasi terhadap  Renja  Badan  Kesbangpol   Kabupaten   Tanah   Laut   Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegaiatan & sub kegiatan,  pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan,  hasil  rencana  program, kegiatan   dan sub kegiatan. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021 memuat bagaimana Badan Kesbangpol telah melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan  dengan realisasi hasil output program, kegiatan dsn sub kegiatan  sebesar 91,34% (fisik), sedangkan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan  yang telah tercapai sebesar 75,43% (keuangan).
Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kediatan  yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah :

1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1) Perencanaan  Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD
3) Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a) Pengadaan Pakaian Dinas Bederta Atribut Kelengkapannya	
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.
1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan   Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 
b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
1.3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.
1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daereh.
b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
a) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
1.5 PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

1.6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
c) Pelaksanaan Monitorin, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
Penyusunan Renja Badan Kesatuan dan Poltik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022  juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
Review hasil dari evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu  Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Realisasi progarm /kegaiatan yang tidak memenuhi target  :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
· Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
· Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (48,75)
· Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
· Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (47,18%)
· Penyediaan  Jasa   Penunjang   Urusan Pemerintahan Daerah
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26,50%)
· Perencanaan, Penganggaran  dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
· Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( 17,75%) tidak ada pelaksaaan pameran
b. Program  Pembinaan  Dan  Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
· Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
· Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (47,86%)
c. Program Peningkatan Peran  Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
· Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 
· Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika  Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan  dan Partai  Politik,  Pemilihan  Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (14,05%)
2. Realisasi program / kegiatan yang memenuhi target
a. Program Peningkatan Peran  Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
· Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 
· Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (97,71%)
b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
· Penyediaan  Jasa   Penunjang   Urusan Pemerintahan Daerah
· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (95,57%)
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (80,94%)
· Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (93,30%)
· Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi  dan Konsultasi SKPD(89,46%)
· Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (72,08%)
· Penyediaan    Bahan    Bacaan    dan    Peraturan Perundang-undangan (63,64%)
· Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (53,03%)
· Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
· Pengadaan    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapannya (89,70%)
· Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (76,06%)
· Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (64,93%)
· Perencanaan,     Penganggaran,     dan     Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
· Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah (59,41%)
· Koordinasi   dan   Penyusunan   Dokumen   RKA- SKPD (50,15%)

c. Program  Pembinaan  Dan  Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
· Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
· Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah          ( 89,94%)
· Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah  Kebangsaan (69,43%)
d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan  Konflik Sosial
· Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan      Kewaspadaan  Nasional  dan Penanganan  Konflik Sosial
· Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan  Konflik di Daerah (80,53%)
· Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (69,26%)
· Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja  Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (61,70%)

e. Program  Penguatan  Ideologi  Pancasila  Dan Karakter Kebangsaan
· Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan   Bidang   Ideologi   Pancasila  dan  Karakter Kebangsaan
· Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (79,75%)
· Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah  Kebangsaan (64,975)
f. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
· Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
· Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,  Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (53,29%)

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target tidak ada ( Nihil )
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Tabel T.C.29
REKAPITULASI  EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I,II,III DAN IV TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT

           NAMA PERANGKAT DAEAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	No
	Program / Kegiatan

	Indikator Kinerja/ Program (outcome) /Kegiatan (output)
	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi
	Realisasi Kinerja sampai  dengan triwulan
	Realisasi Cakupan Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021
	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp
	K
	Rp

	
	`Semua Bidang

	
	PROGAM PENUNJANG URUSAN PWMWRNTAHAN  DAERAH  KABUPATEN/ KOTA
	
	
	6.057.554.692
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.533.603.508
	
	

	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Mengkatnya Pengelolalan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan SKPD(%)
	100%
	74.991.410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.825.563
	100%
	

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah
	6 Dok
	24.999.820
	2
	5.878.700
	2
	4.619.000
	1
	1.125.500
	1
	3.228.000
	6 Dok
	14.851.200
	100%
	59%

	
	Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SK{D
	2 dok
	24.999.630
	
	2.317.400
	
	3.997.800
	
	3.838.000
	
	2.385.800
	
	12.538.000
	100%
	50%

	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terlaksananya Evaluasi     Kinerja     Perangkat Daerah
	2 Even
	24.991.960
	
	0
	
	0
	
	0
	1
	4.436.363
	1 Even
	4.436.363
	50%
	18%

	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	12 Bln
	5.292.866.046
	3Bln
	287..321.329
	3 Bln
	1.769.113.749
	3   Bln
	898.587.888
	3 Bln
	1.070.990.067
	12 Bln
	4.026.014.033
	100%
	76%

	
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksaan Akuntasi SKPD
	2 Dok
	29.999.570
	
	1.305.000
	
	2.910.100
	1 Dok
	5.510.100
	1 Dok
	4.902.130
	2 Dok
	14.627.330
	100%
	49%





	
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Tersedianya    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapan
	31 Stell
	12.446.500
	0
	0
	0
	0
	29 stell
	11.165.000
	0
	0
	29 Stell
	11.165.000
	100%
	90%

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya   Komponen    Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	8 Jenis
	8.615.090
	0
	0
	0
	0
	8 Jenis
	6.210.000
	0
	0
	8 Jenis
	6.210.000
	100%
	72%

	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	51 Jenis
	23.110.980
	12 Jenis
	2.771.000
	13 Jenis
	2.771.000
	12 Jenis
	2.772.000
	14 Jenis
	32.2490.873
	51 Jenis
	40.804.873
	100%
	93%

	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	16 Jenis
	22.659.170
	3 Jenis
	1.204.500
	4 Jenis
	3.002.700
	3 Jenis
	1.351.800
	6 Jenis
	6.457.700
	15 Jenis
	12.016.700
	100%
	53%

	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Tersedianya    Bahan    Bacaan    dan    Peraturan Perundang-undangan
	2 Jenis (12 Bln)
	1.772.400
	0      3 Bln
	188.000
	1 Jenis 3 Bln
	376.000
	0      3 Bln
	188.000
	1 Jenis  3 Bkn
	376.000
	2 jenis (12 bln)
	1.128.000
	100%
	64%

	
	Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi   dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1517 Ok 284 Ok     12 Bln
	134.500.000
	46 Ok    0 Ok 2 Bln
	14.152.500
	186 OK  52 Ok    3 Bln
	63.136.736
	233 Ok 47 Ok    2 Bln
	21.482.000
	0 Ok 153 Ok   3 Bln
	21.553.000
	419 Ok 200 Ok     10  Bln
	120.324.236
	95%
	89$

	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4 jenis (12 bln)
	130.999.452
	3 Bln
	9.957.870
	3 Bln
	7.831.101
	3 Bln
	7.820.796
	1 Bln
	9.101.448
	4 jenis (10 bln)
	34.711.215
	80%
	26%

	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya  Jasa  Peralatan  dan  Perlengkapan Kantor
	9 Jenis
	32.640.180
	0
	0
	3 Jenis
	12.633.500
	0
	0
	9 Jenis
	13.784/068
	9 Jenis
	26.417.568
	100%
	81%

	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	34 jenis( 12 bln)
	112.420.214
	3 Jenis 3 Bln
	22.981.176
	5 Jenis 3 Bln
	52.705.512
	10 Jenis 3 Bln
	23.591.336
	19 Jenis 3 Bln
	31.138.865
	34 jenis (12bln)
	107.435.713
	100%
	96%

	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	13 Unit 4 unit
	143.520.000
	0
	8.770.000
	3 Unit 2 Unit
	11.816.310
	5  Unit 2 Unit
	12.983.800
	2 Unit 0 Unit
	59.621.167
	10 Unit 4 unit
	93.191.277
	82%
	65%

	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	3 Jenis
	16.390.000
	0
	0
	1 Jenis
	2.523.000
	0
	1.350.000
	1 Jenis
	3.859.000
	2 Jenis
	7.732.000
	70%
	47%

	
	URUSAN WAJIB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	2 kal 11  Lemb 1 lemb
	246.272.710
	1 Kali 0 Lemb 1 Lamb
	6.108.250
	O Kali  1 Lemb 0 Lemb
	13.376.280X
	1 Kali 8 Lemb 0 Lemb
	104.080.600
	0 Kali 2 Lemb 1 Lemb
	72.844.870
	2 kal 11  Lemb 1 lemb
	196.410.000
	100%
	80%

	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	3 kali 33 kali  2 kali 1 kali
	133.778.380
	1 kali 0 Kali 0 kali 0 kali   
	5.698.000
	0 Kali 22 kali  0 Kali 0 kali
	29.456.000
	1 kali 0 Kali 0 kali 0 kali
	1.353.000
	0 kali  8 kali 0 kali 1 kali
	51.408.600
	2 kali 30 kali    0 kali 1 kali
	86.915.600
	84%
	65%

	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	10 palpol 100 org   4 kali 1 kali 240 org
	1.585.698.480
	0 parpol 0 Org 0 kali 0 kali 0 org
	10.130.500
	0 parpol 0  org 2 kali 0 kali o org
	16.551.750
	9 parpol 0 org 2 kali 0 kali  187 org
	1.319.214.050
	1 parpol 80 org 0 kali 1 kali 0 org
	194.292.500
	10 palpol 80 org   4 kali 1 kali 187 org
	1.529.858.300
	90%
	98%

	
	Pelaksaan Monitoring, Evaluasi an  Pelaporan di   Bidang   Pendidikan   Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,     Fasilitasi Kelembagaan    Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi  dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	15 kali
11 kec 12 bln
	250.999.616
	0 kali 0 kec 3 bln 
	2.130.000
	0 Kali 1 Kec 3 bln
	15.372.628
	O kali 1 kec 3 bln
	5.772.834
	O kali 1 kec 3 bln
	4.389.294
	0 kali
3 kec 12 bln
	36.388.796
	39%
	14%






	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi  dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	3 Ormas 2 keg   2 keg   4 monev
	612.236.410
	0 ormas  1 keg 0 keg 0 monev
	2.130.000
	0 ormas 1 keg 0 keg 0 monev
	27.151.700
	1 ormas 0 keg 0 keg 0 monev
	35.000.000
	2 Ormas 1 keg 0 keg 0 monev
	261.998.563
	3 Ormas 2 keg   0 keg   0 monev
	326.280.263
	45%
	53%

	
	ROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	









	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	1 Keg
	46.710.000
	0 keg
	0
	0 keg
	0
	1 Keg
	22.004.2504.
	0 keg
	0
	1 Keg
	22.354.250
	100%
	48%






	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	2 Keg
	84.999.510
	0 keg
	0
	1 Keg
	14.500.000
	0 keg
	3.919.500
	1 Ke
	58.032.400
	2 Keg
	76.451.900
	100%
	90%

	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahProgram pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	2 Keg  3 Keg
	140.417.520
	1 Keg 0 keg
	495.000
	1 keg 0 keg
	25.295.300
	0 keg  2 keg
	26.812.550
	1 keg 1 keg
	44.894.198
	2 keg  3 Keg
	97.497.048
	100%
	69%

	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja  Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan  Konflik di Daerah yang Disusun 
	8 Kali 1 Desa
	171.175.260
	1 Keg 0 desa
	1.046.250
	1 keg 1 desa
	15.341.800
	1 kali 0 desa
	14.313.150
	4 Keg 0 desa
	72.906.250
	7 Kali 1 Desa
	105.607.450
	88%
	62%





	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Terlaksananya Koordinasi di  Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja  Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	 10 Kali  4 Kali 12 Bln
	434.852.000
	0 kali 2 kali 3 bln
	37.620.000
	4 kali 2 kali 3 bln
	128.660.000
	1 kali 0 kali 3 bln
	52.437.500
	1 kali 0 kali 3 bln
	131.490.000
	6 Kali 4 kali 12 Bln
	350.207.500
	85%
	81%

	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi  dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	6 Kali
	83.244.716
	1 kali
	5,745.294
	1 kali
	9.242.084
	1 kali
	13.365.754
	2 kali
	29.308.334
	5 Kali
	57.658.466
	84%
	69%

	
	
	
	
	9.835.939.954
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.419.233.111
	91,34%
	75,43%
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Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renja terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 tidak dapat terealisasi 77,75%. Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2021 diperoleh hasil capaian kinerja  Badan Kesbangpol sebesar 75,43% (keuangan) dan 91,34% (fisik)  
Dengan capaian sebesar 75,43% dan 91,34% (fisik) Kesbangpol dapat dikatakan masih kurang dalam pencapaian kinerjanya.
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain : 
(1)   Efisiesi waktu yang tidak terjadwal dengan tepat; 
(2)  Karena Pendemi Cavid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan di batasi dalam  jumlah tertentu; 
(3)   Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan,. 
Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Realisasi program/kegiatan /sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
b. Realisasi program/kegiatan.sub kegiatan  yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan


c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tidak tercapai 100% target karena pademi covid 19 antara lain :
1. Nilai capaian sasaran meningkatkan tatanan budaya politik yang positif dan santun mencapai  48 % dalam bentuk Program Pendidikan Politik Masyarakat yang terdiri dari :
a. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat dengan realisasi kinerja 48 % dari target kinerja 90 peserta ( I dokumen dan 40 peserta, 2 kegiatan ) terlaksana hanya setengahnya saja karena masih adanya covid 19 yang belum reda di Kabupaten, dalam artian semua kegiatan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.
Dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel . 2.1 
Indek Kinerja Utama ( IKU ) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Sasaran Strategis
	Indikator Sasaran
	Target
	Realisasi
	%

	Terjaganya Stabilitas  Kehidupan Masyarakat
	Persentase potensi gangguan/konflik sosial yang tertangani
	100
	100
	%
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	Tabel T-C.30

	
	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Indikator
	SPM / Standar Nasional
	IKK
	
	Target Renstra
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisa

	
	
	
	
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Persentasi menurunnya angka konflik intern antar umat beragama
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	2
	Cakupan pemetaan konflik di Kabupaten Tanah Laut
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	3
	Persentase Pembinaan Pembauran Kebangsaan (FPK) wawasan Kebangsaan
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	4
	Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan /Sosialisasi , Bela Negara, Karakter Bangsa dan pembauran
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	5
	Persentase Monitoring dan Evaluasi pelaporan di Bidang Ideologi, Pembauran Wasbang, Bela Negara dan karakter Bangsa.
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	6
	Persentase mediasi / fsilitasi pencegahan penanganan konflik dan penyampaian informasi intelijen
	 -
	- 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	7
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Rapat/ Pertemuan dengan Instansi terkait / Perusahaan  Tim dan Forum 
	 -
	- 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	8
	Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah ( RAD), Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial dan jumlah Desa Sadar Konflik
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	9
	Pesrentase Kelompok masyarakat/ LSM Organisasi Pemuda yang aktif berorganisasi 
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	10
	Persentasi Lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan Produktivitas umat (Lembaga)
	-
	-
	100%
	20
	25
	30
	35
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	11
	Persentase Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	12
	Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
	-
	-
	100%
	B
	B
	B
	B
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	13
	Jumlah Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Semgketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	14
	Jumlah Hibah Uang kepada Ormas yang berbadan Hukum
	-
	-
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	1 Lenbaga  2 Ormas
	 

	15
	Jumlah Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan
	-
	-
	100%
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	 

	16
	Persentase Partisipasi masyarakat terhadap pemilu (Legislatif, Pilkada I & II Pilpres)
	-
	-
	70%
	70%
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	17
	Persentase Parpol penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan adminstrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	18
	Jumlah Partisipasi masyarakat yang mengikuti Pemilu
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	19
	Jumlah Parpol penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan adminstrasi sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	20
	Persentase  terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian
	-
	-
	100%
	100%
	0%
	100%
	100%
	100%
	100%
	!00%
	!00%
	 

	21
	Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 

	22
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD
	-
	-
	100%
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	 

	23
	Jumlah komponen Pelaporan pada LAKIP SKPD
	 
	 
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	!00%
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	 

	24
	Nilai komponen Perencanaan pada LAKIP SKPD
	 
	 
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	 

	25
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala
	 
	 
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	!00%
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	 

	26
	Jumlah data aset dan urusan sarana prasarana administrasi perkantoran
	 
	 
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	!00%
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	 

	27
	Jumlah dokumentasi data dan pelayanan surat menyurat
	 
	 
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	!00%
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	 

	28
	Jumlah tersedianya ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan sertifikasi
	 
	 
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	!00%
	100%
	!00%
	100%
	!00%
	 




2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

				Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut tabel terlampir.
Tabel 2.2
Pelayanan Masing-masing di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	NO
	BIDANG
	PELAYANAN

	1
	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Pemberian Rekomendasi Ijin
Penelitian

	2
	Kewaspadaan Nasional
	Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing

	3
	Politik
	Fasilitasi Bantuan Keuangan
Partai Politik




1. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

Bidang wawasan kebangsaan mengkoordinir pelayanan ini. Dasar regulasi yang mengatur permohonan rekomendasi ijin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal. Atas dasar surat ijin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan  yang dilakukan oleh peneliti     Pada tahun 2021 sejauh ini Badan Kesbangpol khususnya Bidang Wawasan Kebangsaan telah menerbitkan 81 Rekomendasi ijin penelitian untuk tahun 2021 tahun berjalan yang didominasi oleh lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertugas sebagai pemantauan keberadaan tenaga kerja asing sebanyak 62 Orang untuk tahun 2021 tahun berjalan yang berada di Kabupaten Tanah Laut yang tersebar di kecamatan pada Perseroan Terbatas (PT).
3. Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik sebanyak 10 Parpol untuk tahun 2021 tahun berjalan yang  dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan   keuangan   partai   politik   berdasarkan   proposal yang  dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dibuatkan check tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut antara lain :
4. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal – hal  tertentu. Permasalahan yang dihadapi SKPD Badan Kesbangpol dalam tahun anggaran 2021 antara lain :
1. Salah satu penyebab terbatasnya pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu masih adanya covid 19 yang belum selesai karena masyarakat sehingga Pelaksanaannya terjadi kemunduran yang disebabkan beberapa hal  salah 
satunya masalah adanya masih ada pademi Covid-19 sehingga kegiatan sering tertunda-tunda dan tidak boleh mengumpulkan banyak  orang dan menjaga jarak yang dapat menimbulkan penularan dan harus sesuai protokol kesehatan maka jumlah pesertanya hanya 50% saja sehingga sasaran tidak maksimal.
2. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. 
3. Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :
1) Mematuhi protokol kesehatan. memakai mesker dan hindari perkumpulan orang banyak yang tidak bermanfaat.
2) Perlu kesungguhan dan komitmen dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan Tugas Negara dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja pada SKPD.
3.4 Penelahaan Usulan Program  Kegiatan dan Sub Kegiatan
1. Pada bagian ini untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait.
2. Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian sub perencanaan  mengajukan kemasing-masing bidang dan sekretariat, format  yang sudah ada berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 	
3. Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka masing-masing bidang dan sekretariat mengisi sesuai tugas pokok baik program, kegiatan dan sub kegiatannya seta dana dan sasaran yang akan dilaksanakan.
Sedangkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C.32.
	



	[bookmark: _GoBack]Tabel T.c.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2023
Kabupaten Tanah Laut
	No
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target dan Satuan
	Besaran Pagu
	Pola Kegiatan
	Catatan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1

	
	
	PROGRAM  PENGUATAN  IDEOLOGI  PANCASILA  DAN KARAKTER  KEBANGSAAN
	Badan Kesbangpol
	
	
	83.825.700
	
	

	
	1
	
	Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan   Bidang   Ideologi   Pancasila   dan Karakter Kebangsaan
	Badan Kesbangpol
	
	
	83.825.700
	
	

	
	
	1
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	861 Orang
	Rp.   76.629.520
	Swakelola
	

	
	
	2
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	113 Orang
	Rp.     7.196.180
	Swakelola
	

	2
	
	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN  PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Badan Kesbangpol
	
	
	1.548.697.351
	
	

	
	2
	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Badan Kesbangpol
	
	
	1.548.697.351
	
	




	1

	
	3
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	11 Kec 
10 Parpol      11 Sekolah
	Rp.1.529.698.397
	Swakelola
	

	
	
	4
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,  serta   Pemantauan   Situasi   Politik  di Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Koordinasi  di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,   serta  Pemantauan  Situasi   Politik   di Daerah
	11 Desa
	Rp.   13.999.306
	Swakelola
	

	
	
	5
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika  Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan  dan Partai  Politik,  Pemilihan  Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi  dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	10 Kecamatan
	Rp.     4.999.648
	Swakelola
	

	
3
	
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Badan Kesbangpol
	
	
	
290.120.000
	
	

	
	3
	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Badan Kesbangpol
	
	
	290.120.000
	
	

	
	
	6
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	5  Badan/Lemb/ Ormas 
	Rp.   290.120.000
	Swakelola
	





	4
	
	
	PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Badan Kesbangpol
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan  Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Badan Kesbangpol
	
	
	
	
	

	
	
	7
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan  di Daerah
	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan  di Daerah
	3 Kali 
426 Orang
90 Orang
	Rp.  79.856.986
	Swakelola
	

	5
	
	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN   KONFLIK SOSIAL
	
	
	
	1.096.820.000
	
	

	
	
	
	Perumusan  Kebijakan Teknis  dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan  Nasional  dan Penanganan  Konflik Sosial
	
	
	
	1.096.820.000
	
	

	
	
	8
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan  Konflik di Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan  Konflik di Daerah
	200 Orang        9 Kali                        3 Bulan                   4 Bulan
	Rp.  100.125.000
	Swakelola
	

	
	
	9
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan  Konflik   di Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi  dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	2 Laporan 
	Rp.    4.735.000
	Swakelola
	

	
	
	10
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota
	Badan Kesbangpol
	 Terlaksananya Furom Koordinasi Pimpinan Daerah Kabpaten / Kota
	8 Dokumen
	991.960.000
	Swakelola
	




	
	
	
	URUSAN UMUM
	
	
	
	Rp.  8,801,231,490
	
	

	6
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp.  5,701,911,453
	
	

	
	6
	
	Perencanaan,  Penganggaran,     dan     Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp.          8.494.625
	
	

	
	
	11
	Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Tersusunnya  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah
	7  Dokumen
	Rp.          3.999.825
	Swakelola
	

	
	
	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya     Evaluasi     Kinerja     Perangkat Daerah
	6 Laporan
	Rp.          4.494.800
	Swakelola
	

	
	7
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp. 5.055.635.904
	
	

	
	
	13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	35 Orang/ Bulan
	Rp. 5.050.636.552
	Swakelola
	

	
	
	14
	Pelaksanaan Penatausaha dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya    Koordinasi    dan    Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	5 Dokumen
	Rp.        4.999.352
	Swakelola
	

	
	8
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp.        18.759.000
	
	

	
	
	15
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapan
	27 Paket
	Rp.      18.759.000
	Swakelola
	

	
	9
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp.   180.743.354
	
	

	
	
	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya   Komponen    Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7 Paket
	Rp.      2.609.476
	Swakelola
	






	
	
	17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	8  Paket
	Rp.    29.465.418
	Swakelola
	

	
	
	18
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Peralatan Rumah tangga
	2 Paket
	Rp.     5.211.704
	Swakelola
	

	
	
	19
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	5 Paket
	Rp.    14.572.830
	Swakelola
	

	
	
	20
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya  Bahan    Bacaan    dan    Peraturan Perundang-undangan
	1 Dokumen
	Rp.       1.200.000
	Swakelola
	

	
	
	21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya  Penyelenggaraan   Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	50 Laporan Luar/dalam daerah
	Rp.   82.375.000
	Swakelola
	

	
	10
	
	Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp.   55.920.302
	
	

	
	
	22
	Pengadaan Mebel
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Mebel
	6 Unit
	Rp.   16.385.544
	Swakelola
	

	
	
	23
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	1 Unit
	Rp.   3.294.758
	Swakelola
	

	
	
	24
	Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya  Sarana  dan  Prasarana  Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1 Unit
	Rp.   36.240.000
	Swakelola
	

	
	11
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp.  251.992.488
	
	

	
	
	25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	12 Laporan
	Rp.    72.600.000
	Swakelola
	

	
	
	26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	12 Laporan
	Rp.   179.392.488
	Swakelola
	







	
	
	12
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Badan Kesbangpol
	
	
	Rp.   130.365.780
	
	

	
	
	27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1 Unit
	Rp.     23.925.000
	Swakelola
	

	
	
	28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Badan Kesbangpol
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	16 Unit
	Rp.    83.395.500
	Swakelola
	

	
	
	29
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya  Pemeliharaan Peralatan    dan Mesin Lainnya
	23 Unit
	Rp.     15.000.000
	Swakelola
	

	
	
	30
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1 Unir
	Rp .   8.045.280
	Swakelola
	

	
	
	
	
	
	
	
	Rp. 8,801.231.490
	
	



		Pelaihari,  25  Agustus  2022

	Kepala Badan Kesbangpol
	   Kabupaten Tanah Laut
	
	


	Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
	NIP.19680916 199010 1 001
           RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023                                                                             31


                                                                           
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan langsung di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3.2 Tujuan dan sasaran  Renja Badan Kesbangpol
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan KesbangpolKabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam memenuhi amanat undang-undang khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam penyusunan Renja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah :
1. Meningkatkan kualitas dukungan operasional organisasi;
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas);
3. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat; 
4. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Tanah Laut;
5. Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
6. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan;
7. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.











	






BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Program dan Kegiatan
Rencana Kerja yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2014 - 2019 yang mengarah pada :
· Program Peningkatan Kedamaian dan Kenyamanan Lingkungan
· Program Pemeliharaan  ketentraman, ketertiban masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
· Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan HAM
· Program Pendidikan Politik;
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui diskusi intern serta memanfaatkan informasi yang berkembang. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renja secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, dan Program yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.
Tabel rencana program dan Kegiatan, yaitu sebagai berikut :
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	Tabel.C.33

	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

	Kabupaten Tanah Laut

Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2023


	

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daeah dan Program/Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daeah dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan KePermendagri 050-3708 Tahun 2020 Pemutakhiran
	Lokasi Detail
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
	Rencana Tahun 2023
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	Sumber Usulan
	Pola Kegiatan
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	 
	Urusan Umun
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,06
	 
	Urusan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	 
	 
	 
	 
	 

	1.05.01
	
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
	Badan Kesbangpol
	Indeks Kepuasaan Masyarakat
	86 Nilai
	Rp. 5,701,911,453 
	APBD
	 
	 
	 
	Baik
	   Rp.6.272.102.598

	1.05.01.2.01
	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	100%
	Rp.    8,494,625
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.   9.344.307                

	1.05.01.2.01.01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Jumlah Dokumen Perencanaan
	7  Dokumen
	Rp.    3.999.825
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	Renja, Lakip,RKA DPA, PK LKPJ/ LPPD)
	Rp.      4.399.807 

	1.05.01.2.01.07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Jumlah pelaksanaan pameran 
	6 Laporan
	Rp.     4.494.800
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	6 Laporan
	Rp.      4.944.280

	1.05.01.2.02
	Administrasi Keuangan 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	100%
	Rp. 5.055.635.904
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	Baik
	Rp.5.561.199.494

	1.05.012.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Badan Kesbangpol
	Jumlah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
	35 Orang /Bulan
	Rp.  5.050.635.552
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.5.317.542.049             

	1.05.012.02.02
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Jumlah  Dokumen  Koordinasi  dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD 
	5 Dokuen
	Rp.      4.999.352
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	CALAK 5 Dokumen
	Rp.   5.499.287

	1.05.01.2.05
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	100%
	Rp.    18.759.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.   20.436.900

	1.01.01.205.03 
	
	Pengadaan    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapannya
	Badan Kesbangpol
	Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta   Atribut Kelengkapan 
	27 Paket
	Rp.     18.759.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	27 Paket
	Rp.    20.634.900

	1.05.01.2.06
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
	100%
	Rp. 180.743.354
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.  198.817.689

	1.05.012.06.01
	Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Badan Kesbangpol
	Jumlah jenis penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bagunan kantor
	7 Paket
	Rp.      2,609.476
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	7 Paker
	Rp.      2,870.424                   

	1.05.012.06.02
	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Badan Kesbangpol
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
	8 Paket
	Rp.   29.465.418
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	8 Paket
	Rp.  32.411960

	1.05.012.06.03
	
	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Badan Kesbangpol
	Jumlah  Paket  Peralatan  Rumah  Tangga  yang Disediakan
	2 Paket
	Rp.   5.211.704
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	2 Paket
	Rp.    5.732.874

	1.05.012.06.05
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Badan Kesbangpol
	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan
	5 Paket
	Rp.     14.572.830
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	5 Paket
	Rp.    16.030.113         

	 1.05.012.06.06
	 
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Badan Kesbangpol
	Tersediannya bahan bacaan/peraturan perundang-undangan
	1 Dokumen
	Rp.     1.200.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Dokumen
	Rp.      1.320.000                     

	1.05.012.06.09
	Penyediaan Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Badan Kesbangpol
	Jumlah Rapat dan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi
	50 Laporan
	Rp.   82.375.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	150  Luar/dalam daerah
	Rp.    90.612.500                

	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Badan Kesbangpol
	Jumlah makan dan minum, Jumlah SPPD,Jumlah SPPD Luar dan dalam Provinsi
	100%
	Rp.  55.920.302
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.  61.512.332

	1.05.01.2.05
	
	Pengadaan Mebel
	Badan Kesbangpol
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	6 Unit
	Rp.   16.385.544
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	6 Unit
	Rp.  18.024.098

	1.05.01.2.06
	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
	Badan Kesbangpol
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 
	1 Unit
	Rp.  3.294.758
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	
	1 Unit
	Rp.  3.624.2334

	1.05.01.2.10
	
	Pengadaan    Sarana    dan    Prasarana    Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Badan Kesbangpol
	Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana   Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	1  Unit
	Rp. 36.240.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Unit
	Rp.  39.864.000

	1.05.01.2.08
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	100%
	Rp.  251.992.488
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.  277.191.737

	1.05.012.08.02
	Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
	Badan Kesbangpol
	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik
	12 Laporan
	Rp.   72.600.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	12  Laporan
	Rp.    79.860.000

	1.05.012.08.04
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Badan Kesbangpol
	Jumlah jasa pelayanan Umum kantor
	12 Laporan
	Rp.  179.392.488
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	12     Laoran
	Rp.  197.331.737                

	1.05.01.2.09
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	100%
	Rp.   130.365.780
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp  143.402.358

	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Badan Kesbangpol
	Jumlah kendaraan Dinas rpda 4 kepala Badan
	1 Unit
	Rp.   23.925.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Unit
	Rp.    26.317.500     

	1.05.012.09.02
	Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Badan Kesbangpol
	Jumlah Pemeliharaan Roda 4 dan Roda 2 
	16 Unit
	Rp.  83.395.500
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	16 Unit
	Rp.  91.735.050               

	1.05.012.09.06
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	Badan Kesbangpol
	Jumlah jenis Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
	23 Unit
	Rp.    15.000.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	23 Unit
	Rp.    16.500.000       

	 
	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Badan Kesbangpol
	Jumlah Pemeliharaan /rehabilisasi sarana dan prasarana kontor
	1 Unit
	Rp.   8.045.280
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Unit
	Rp.  8.849.808

	01.4.01.05. 4
	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAAN
	PROGRAM  PENGUATAN  IDEOLOGI  PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Kab. Tanah Laut
	Persentase peningkatan pemahaman Ideologi Negara RI bagi masyarakat
	100%
	Rp.   83.825.700
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	 1 Tahun
	Rp.   92.208.270

	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
	Kab. Tanah Laut
	 
	100%
	Rp.   83.825.700
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.   92.208.270

	01.4.01.05. 48. 02
	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
	861 Orang
	Rp.   76.629.520
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	
	3 x (3 lembaga)
3 x (ormas)
2 x (Rapat –Rakor PPWK)
3 x Rapat-GNRM)
	Rp.    84.292.473

	.01.4.01.05. 48. 01
	Pembinaan dan pengembangan ideologi negara
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah Kebangsaan
	113 Orang
	Rp.     7.196.180
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	3 kali Apel
33 kali Monitoring & Evaluasi
20 kali Rapat Koord
Pembentukan FPK
	Rp.      7.915.798

	01.4.01.05. 47
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

	PROGRAM     PENINGKATAN     PERAN     PARTAI POLITIK  DAN  LEMBAGA  PENDIDIKAN  MELALUI PENDIDIKAN   POLITIK   DAN   PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK;
	Kab. Tanah Laut
	 
	100%
	Rp.  1.548.697.351
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp  1.703.567.086

	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
	Kab. Tanah Laut
	 
	100%
	Rp.  1.548.697.351
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	
	1 Tahun
	Rp  1.703.567.086    

	01.4.01.05. 47. 01
	Pembinaan Partai Politik dan penyelenggaraan pemilu di segala tingkatan
	Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendidikan  Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,  Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Po;itik di Daerah.
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan 
	11 Kec 10 Parpol  11 Sek
	Rp. 1,529.698.397
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	11  Kec
10 Parpol
570 Orang( 11  Sekol)

	Rp1.682.668.237   

	01.4.01.05. 47. 02
	Pembinaan dan pengembangan penyusunan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi politik
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah Kebangsaan
	11 Desa
	Rp.   13.999.306
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	11 Desa
	Rp.  15.399.236             

	
	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah
Kebangsaan
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
	10 Kec
	Rp.    4.999.648
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	10 Kecamatan
	Rp.    5.499.613

	5.01.4.01.05. 46
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Kab. Tanah Laut
	Cakupan fasilitasi   pembinaan terhdp LSM, Ormas dan OKP
	100%
	Rp.   290.120.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.  319.132.000

	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

	Kab. Tanah Laut
	 
	100%
	Rp.   290.120.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	1 Tahun
	Rp.  319.132.000

	5.01.4.01.05. 46. 04
	Pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM
	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah 
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
	5 Badan/ Lemb Ormas 228 Orang
	Rp.  290.120.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	
	5 Badan/ Lemb Ormas 228 Orang
	Rp.  319.132.000

	5.01.4.01.05. 46
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI
	PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Kab. Tanah Laut
	 
	 
	Rp.  .79.856.986
	 
	 
	 
	 
	1 Tahun
	Rp.  87.842.685

	 
	 
	Penyusunan Kebijakan Teknis  dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
	Kab. Tanah Laut
	 
	 
	Rp.    79.856.986
	
	 
	 
	 
	1 Tahun
	Rp.  87.842.685

	5.01.4.01.05. 46. 02
	Pembinaan dan Pengembangan ketahanan seni budaya
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan  Fasilitasi  Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat  Kepercayaan di Daerah
	3 Kali 426 Orang  90 Orang
	Rp.   79.856.986
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	3 Kali 426 Orang  90 Orang
	1.175 Orang
	Rp.  87.842.685

	01.02.01. 001
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWASPADAAN NASIONAL
	ROGRAM      PENINGKATAN      KEWASPADAAN NASIONAL  DAN  PENINGKATAN  KUALITAS  DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
	Kab. Tanah Laut
	Cakupan org asing & lembaga asing dan FKDM Kabupaten
	 
	Rp. 1.096.820.000
	 
	 
	 
	
	1 Tahun
	

Rp.1.206.502.000


	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
	Kab. Tanah Laut
	 
	 
	Rp. 1.096.820.000
	 
	 
	 
	 
	1 Tahun
	
Rp.1.206.502.000


	1.05. 4.01.05. 22. 02
	Pembinaan pengendalian dan pengawasan orang asing dan lembaga
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja  Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik didaerah
	 200 Orang    9 Kali     3 Bulan   4 BUlan 
	Rp.   100.125.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	 200 Orang    9 Kali        3 Bulan       4 BUlan
	Rp.  110.137.500

	1.05. 4.01.05. 22. 03
	Penyelenggaraan kewaspadaan dini pemerintah daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
	Kab. Tanah Laut
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	2 Laporan  
	Rp.   4.735.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	2 Laporan 
	Rp.    5.208.500 

	
	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kanupaten tanah Laut
	ab. Tanah Laut
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten tanah Laut
	8 Dokumen
	Rp.  991.960.000
	APBD
	Top Down
	Swakelola
	 
	8 Dokumen
	Rp.1.091.156.000 

	 
	 
	JUMLAH
	 
	 
	 
	  Rp.8,801.231.490
	 
	 
	 
	 
	 
	Rp. 9,681.354.639


		Pelaihari, 25  Agutus  2022
		Kepala Badan Kesbangpol
	    Kabupaten Tanah Laut,	

	 Drs.H.RUDI ISMANTO, M.Si
		NIP.19680916 199010 1 001





















TABEL RENCANA  PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023
BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN POLITIK  KABUPATEN TANAH  LAUT

	No
	KODE REKENING
	 
	8rogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan
	Target
	Pagu Sementara (berdasarkan RPJMD/ Renstra)

	
	
	 
	
	
	
	

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.
	01
	1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 
	 Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
	 
	Rp.      5,701,911,453

	 
	01.2.01
	 
	1
	PERENCANAAN  PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	
	 Persentase Perencanaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan
	 
	Rp.         8,494,625.

	 
	01.2.01.01
	 
	 
	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	 
	Tersusunnya  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah 
	7 Dokumen
	Rp.             3.999.825

	
	
	
	
	3
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
	Terlaksananya     Evaluasi     Kinerja     Perangkat Daerah 
	6  Laporan
	Rp.             4.494.800

	 
	01.2.02
	 
	2
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	
	 Persentase terlaksananyan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
	
	Rp.      5.055.635.904

	 
	01.2.02.01
	
	 
	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	
	Tersedianya gaji dan tunjangan  ASN 
	 35 Orng/Bulan
	 Rp.     5.050.635.552

	 
	01.2.02.05
	
	 
	2
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	
	Jumlah  Dokumen  Koordinasi  dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 
	5 Dokumen
	Rp.            4.999.352

	 
	01.2.025
	 
	3
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
	
	 Persentase  Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	
	Rp.            18.759.000

	
	01.01.205.02
	
	
	1
	Pengadaan    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapannya
	
	Tersedianya    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapan 
	27 Paket
	Rp.           18.759.000

	
	
	
	4
	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
	
	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
	
	Rp.           180.743.354

	
	01.01.205.04
	
	 
	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	

	Tersedianya   Komponen    Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7 Paket
	Rp.               2,609.476

	 
	01.2.06.02
	 
	 
	2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
	5 Paket
	Rp.            29.465.418

	
	01.2.06.03
	
	
	3
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
	8 Paket
	Rp.              5.211.704

	 
	01.2.06.05
	
	 
	4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 
	5 Paket
	Rp.            14.572.830

	 
	01.2.06.06
	 
	 
	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	 
	Tersedianya    Bahan    Bacaan    dan    Peraturan Perundang-undangan 
	1 Dok
	Rp         .     1.200.000

	 
	01 2.06.09
	 
	 
	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	
	Terlaksananya  Penyelenggaraan  Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
	50 Laporan
	Rp.           82.375.000

	 
	01.2.07
	 
	 5
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
	
	 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
	
	Rp.           55.920.302

	 
	01.207.05
	
	
	
	Pemeliharaan Mebel
	
	Tersedianya Bahan/Material
	6 Unit
	Rp.           16.385.544

	
	01.207.06
	
	 
	 1
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Hibah)
	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 
	1 Unit
	Rp.             3.294.758

	
	01.207.11
	
	
	2
	Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	
	Tersedianya  Sarana  dan  Prasarana  Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1 Unit
	Rp.           36.240.000

	 
	01.2.08
	 
	6
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	
	Rp.        251.992.488

	 
	01.2.08.02
	
	 
	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	
	Tersedianya  Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
	12 Laporan
	Rp.           72.600.000

	 
	01.2.08.04
	
	 
	3
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
	12 Laporan
	Rp.        179.392.488

	 
	01 2.09
	 
	7
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
	 
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 
	Rp.         130.365.780

	 
	01.2.09.01
	 
	 
	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan 
	1 Unit
	Rp .           23.925.000

	
	01.2.09.02
	 
	 
	2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	16  Unit
	Rp.            83.395.500

	 
	01.2.09.06
	 
	 
	3
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	23  Unit
	Rp.            15.000.000

	
	
	
	
	4
	Pemeliharaan/Rekapitulasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rekapitulasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 
	1 Unit
	Rp.              8.045.280

	 8
	01.02
	 2
	PROGRAM  PENGUATAN  IDEOLOGI  PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	 
	 
	 
	Rp.           83.825.700

	 
	8. 01.02.2.01
	 
	1
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN;
	 
	Persentase peningkatan pemahaman Ideologi Negara RI bagi Masyarakat
	 
	Rp.           83.825.700

	 
	8.01.02.2.01.03
	 
	 
	1
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
	 
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	861 Orang
	Rp.           76.629.520

	
	8.01.02.2.01.05
	 
	 
	2
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 
	 
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,  Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	113 Orang
	Rp.             7.196.180

	8 
	01.03
	3
	PROGRAM     PENINGKATAN     PERAN     PARTAI POLITIK  DAN  LEMBAGA  PENDIDIKAN  MELALUI PENDIDIKAN   POLITIK   DAN   PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK;
	 
	 
	 
	Rp.        1.548.697.351

	 
	8.01.03.2.01
	 
	1
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK.
	 
	 Persentase Peningkatan Peran serta Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik
	 
	Rp.       1.548.697.351

	 
	8.01.03.2.01.03
	 
	 
	2
	Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendidikan  Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,  Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
	 
	 Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 
	11 Kec          10 Parpol     11 Sekolah
	Rp.       1,529.698.397

	 
	8.01.03.2.01.05
	 
	 
	4
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,   serta   Pemantauan   Situasi   Politik   di Daerah 
	 
	Terlaksananya Koordinasi  di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,  Fasilitasi  Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,   serta  Pemantauan  Situasi   Politik   di Daerah 
	11 Desa
	Rp.           13.999.306

	
	
	
	
	3
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika  Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan  dan Partai  Politik,  Pemilihan  Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi  dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya  Politik,  Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi  Kelembagaan   Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	10 Kecamatan
	Rp.              4.999.648

	 8
	01.04
	 4
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	 
	.
	 
	Rp.        290.120.000

	 
	8.01.04.2.01
	 
	1
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
	 
	 Persentase Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakat
	 
	Rp.         290.120.000

	
	8.01.04.2.01.03
	
	
	1   Pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan 
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah
	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	5 Badan/Lemb/ Ormas            228 Orang
	Rp.         290.120.000

	8
	01.05
	 5
	PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	 
	 
	
	Rp.           79.856.986

	 
	8.01.05.2.01
	 
	 
	Penyusunan Kebijakan Teknis  dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
	 
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,  Sosial dan Budaya
	
	Rp.          79.856.986

	 
	8.01.05.2.01.02
	
	 
	3
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan  Fasilitasi  Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat  Kepercayaan di Daerah.
	3 Kali                    426 Orang                 90 Orang 
	Rp.           79.856.986

	 8
	01.06
	6 
	PROGRAM      PENINGKATAN      KEWASPADAAN NASIONAL  DAN  PENINGKATAN  KUALITAS  DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
	 
	 
	
	Rp.      1.096.820.000

	 
	8.01.06.2.01
	 
	1
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
	 
	 Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	
	Rp.      1.096.820.000

	 
	8.01.06.2.01.04
	 
	 
	2
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
	 
	Terlaksananya Koordinasi di  Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja  Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	200 Orang   9 Kali            3 Bulan         4 Bulan
	Rp.         100.125.000

	 
	8.01.06.2.01.05
	 
	 
	3
	 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
	 
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi  dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	2 Laporan 
	Rp.             4.735.000

	
	8.01.06.2.01.06
	
	
	4
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota
	
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota
	8 Dokumen
	Rp.         991.960.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rp.      8,801.231.490

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


		Pelaihari,  25 Agustus  2022	   
 		Kepala Badan  Kesbangpol
 	    Kabupaten Tanah Laut




	Drs. H. Rudi Ismanto. M.Si
	NIP.19681916 199010 1 001
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BAB. V
P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
Adanya rencana kerja ini agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh staf dan jajarannya dapatmelaksanakan tugas secara terarah, bertahap, dan berkesinambungan dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu di tingkat kementerian (pemerintahan pusat), pemerintah provinsi, kabupaten, serta juga di lingkup swasta dan masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, adil, transparan dan berkesinambungan .adapun rencana kerja ini dalam hal ketersediaan anggaran kita dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja. Kinerja lebih dioptimalkan dalam hal pelaksanaan tugas dan tujuan yang akan dicapai serta bekerja secara efektif, efisien,dan akuntabel.
Rencana tindak lanjut dalam tahun anggaran yang akan dating yaitu dengan lebih mengoptimalkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.


	        Pelaihari, 25 Agustus  2022

	Kepala Badan Kesbangpol                Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda                NIP. 19680916 199010 1 001
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[bookmark: KATA_PENGANTAR]KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta ridlho-Nya, maka Kami dapat melaksanakan pembuatanRencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, Rencana Kerja (Renja) sebagai tindak Lanjut dari Rencana Strategis (Renstra)Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018- 2023.

Pada prinsipnya, keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2022 ini berisi tentang sasaran dan indikator serta target yang harus dicapai dalam rentang periode tersebut. Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) terdiri atas: Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan); Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun Lalu (Evaluasi hasil RKPD Sampai Dengan Semester I tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol, isue-Isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD); Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan Dalam Renja SKPD (Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol); Penutup serta Lampiran (mencakup Data-data Pendukung)

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

									

							Pelaihari,  05  Juli  2021

Kepala Badan Kesbangpol

   Kabupaten Tanah Laut





						           Drs.H.M.RAFIKI EFFENDI,M.Si

	Pembina Utama Muda

	NIP.19640214 198703 1 012
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[bookmark: BAB_I]BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut merupakan perubahan kelembagaan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, tujuan pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rencana Kerja atau disebut RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program,dan





 penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah– langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

 Dengan demikian RENJA merupakan pedoman  bagi  penyusunan  Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang – Undang    Nomor  23  tahun 2014  bahwa Pemerintahan  Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi

daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai 



rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar,    yaitu :  Undang – Undang Nomor  17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang – Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;



h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);





p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah LautTahun 2016 Nomor 6, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 25) dan

q. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013– 2018.

1.3 	Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini adalah

a. Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2022.

b. Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan

c. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pelayanan

d. Mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik dengan dukungan pembiayaan dari APBD II.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat.

b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber 

daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik

d. Mendiskripsikan	tentang program –	program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



1.4 Sistematika   Penyusunan    Rancangan  Awal   Rencana  Kerja	 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

		    BAB l

		PENDAHULUAN



		

		1.1

		Latar Belakang



		

		1.2

		Landasan Hukum



		

		1.3

		Maksud dan Tujuan



		

		1.4

		Sistematika Penulisan



		BAB ll

		HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU



		

		2.1

		Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Kesbangpol

dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol



		

		2.2

		Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan BangsadanPolitik



		

		2.3

		Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol



		BAB lll

		TUJUAN DANSASARAN BADAN KESBANGPOL



		

		3.1

		Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



		

		3.2

		Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



		BAB lV

		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL



		

		3.1

		Program dan Kegiatan



		BAB V

		PENUTUP































BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL

TAHUN LALU





2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Kesbangpol dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020., dimana pada tahun 2014 ini mengalami perubahan kelembagaan nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)  Evaluasi terhadap  Renja  Badan  Kesbangpolinmas   Kabupaten   Tanah   Laut   Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan  hasil  rencana  program  & kegiatan. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesbangpol Tahun 2020 memuat bagaimana Badan Kesbangpol telah melaksanakan 8 program dan 21 kegiatan dengan realisasi hasil output program dan kegiatan sebesar 89,32 % (fisik), sedangkan realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah tercapai sebesar 77,75 % (keuangan).

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah :





1.1 ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Rencanaan  Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e) Jumlah bahan/Material

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya





1.2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 

6) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

7) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

a) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

c) Pelaksaan Monitoring, Evaluasi an  Pelaporan di   Bidang   Pendidikan   Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,     Fasilitasi





Kelembagaan    Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

b) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan 3 Ormas Yang Berbadan Hukum Indonesia

c) Pelaaksanaan kebijakan  dibidang Pendataan Ormas,Pemberdyaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Aing di Daerah

1.5 PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah





1.6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah



Penyusunan Renja Badan Kesatuan dan Poltik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Tanah Laut





Tahun 2022  juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :



a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2021;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2021 ini, melaksanakan 6 (Enam ) program,10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.
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Tabel T.C.29

                      REKAPITULASI  EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL DAN PENCAPAIAN RENSTRA 

                                                                                                             BADAN KESBANGPOL S/D TAHUN 2021



		

Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)

		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesbangpol) Tahun 2022

		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatandan Sub Kegiatan sedang berjalan

		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)



		

		

		

		

		

		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Tingkat Realisasi (%)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7 

		8=(6/7)

		9



		

		

		

		

		

		URUSAN UMUM

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		

		11.957.015.950

		

		

		

		

		12.824.743.337



		8

		01

		01

		

		

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

		IKM

		7.431.211.954

		

		

		

		

		8.131.376.821



		8

		01

		01

		2.01

		

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Dokumen

		80.000.000

		12.545.200

		

		

		

		88.000.000



		8

		01

		01

		2.01

		01

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		Jumlah Dukumen

		50.000.000

		0

		24.999.820

		10.497.700

		42%

		55.000.000



		8

		01

		01

		2.01

		02

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

		Jumlah Dokumen yang disusun

		0

		0

		24.999.630

		6.315.200

		25%

		0



		8

		01

		01

		2.01

		07

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Jumlah Dokumen 2 Even

		30.000.000

		12.545.200

		24.991.980

		0

		0%

		33.000.000



		8

		01

		01

		2.02

		

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

		

		5.675.366.052

		

		

		

		

		6.275.902.657



		8

		01

		01

		2.02

		01

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		Jumlah Terbayar nya Gaji dan Tunjangan ASN

		5.645.366.052

		3.813.122.632

		5.292.866.046,96

		2.056.435.078

		39%

		6.242.902.657



		8

		01

		01

		2.02

		

		Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD

		

		0

		5.445.519

		0

		0

		

		0



		8

		01

		01

		2.02

		03

		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

		Jumlah Dokumen Keuangan

		30.000.000

		

		29.999.570

		2.910.000

		10%

		33.000.000



		8

		01

		01

		2.05

		

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

		

		10.000.000

		12.545.200

		0

		0

		

		11.000.000



		8

		01

		01

		2.05

		01

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

		Jumlah Sistem Informasi Sebagai Penunjang Kegiatan

		10,000.000

		0

		0

		0

		

		11.000.000



		8

		01

		01

		2.05

		04

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

		Tersedianya bahan pakaian Dinas beserta akribut kelenkapannya

		0

		12.545.200

		0

		0

		

		0







		

Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)

		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesbangpol) Tahun 2022

		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatandan Sub Kegiatan sedang berjalan

		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)



		

		

		

		

		

		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Tingkat Realisasi (%)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7 

		8=(6/7)

		9



		8

		01

		01

		2.06

		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah

		

		346.276.660

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.06

		01

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

		9.477.050

		0

		8.615.090

		0

		0%

		10.424.755



		8

		01

		01

		2.06

		02

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor

		25.423.570

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.06

		05

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

		Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan

		24.926.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.06

		06

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

		Tersedianya bahan Bacaan/Peraturan Perudangan

		1.949.640

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.06

		07

		Jumlah bahan/Material

		Terikutinya Pameran

		50.000.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.06

		09

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		Jumlah Makanan dan Minuman 

Jumlah SPPD  

Jumlah SPPD  Luar dan dalam Provinsi

		234.500.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.07

		

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		

		400.000.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.07

		01

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Jumlah Jenis Bahan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor

		400.000.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.08

		

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		

		368.598.402

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.08

		02

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

		144.099.992

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.08

		03

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		35.918.410

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.08

		04

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor

		188.580.000

		

		

		

		

		















		

Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)

		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesbangpol) Tahun 2022

		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatandan Sub Kegiatan sedang berjalan

		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)



		

		

		

		

		

		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Tingkat Realisasi (%)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7 

		8=(6/7)

		9



		8

		01

		01

		2.09

		

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		

		550.970.850

		

		

		

		

		



		8

		01

		01

		2.09

		01

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Kepala Badan

		75.000.000

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4

		157.875.850

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		jumlah Jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

		18,095.000

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kontor

		300.000.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		02

		

		

		URUSAN WAJIB

		

		

		

		

		

		

		



		8

		01

		02

		2.01

		

		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

		

		620.000.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		02

		2.01

		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

		

		620.000.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		02

		2.01

		01

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

		Jumlah Penyuluhan ideologi, Jumlah Pelatihan/diskusi/ permainan/lomba/outbound/Seminar wasbang, Pancasila dan Kareakter Kebangsaan pada lembaga Pendidikan Peserta asal dari Kabupaten Tanah Laut

		470.000.000

		

		

		

		

		



		8

		01

		02

		2.01

		01

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

		Jumlah peserta Penyuluhan & sosialisasi, Jumlah Apel Wawasan Kebangsaan, Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Jumlah Rapat Koordinasi FPK Kecamatan

		150.000.000

		

		

		

		

		











		

Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)

		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesbangpol) Tahun 2022

		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatandan Sub Kegiatan sedang berjalan

		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)



		

		

		

		

		

		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Tingkat Realisasi (%)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7 

		8=(6/7)

		9



		8

		01

		01

		2.09

		

		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

		

		2.219.698.550

		

		

		

		

		2.441.668.405



		

		

		

		

		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

		

		2.219.698.550

		

		

		

		

		2.441.668.405



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

		Jumlah Desa Sadar Politik 

Jumlah Diskusi 

Jumlah Parpol yang menerima Bantuan Hibah Jumlah peserta /peserta yang sosialisasi perundangan-undangan

Jumlah rapat 

Jumlah sosialisasi perundanga-undangan politik

		2.019.698.550

		

		

		

		

		2.221.668.405



		

		

		

		

		

		Pelaksaan Monitoring, Evaluasi an  Pelaporan di   Bidang   Pendidikan   Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,     Fasilitasi Kelembagaan    Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

		Jumlah Rapat

 Dan Monitoring

		200.000.000

		

		

		

		

		220.000.000



		

		

		

		

		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

		

		600.460.766

		

		

		

		

		660.506.843



		

		

		

		

		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

		

		600.460.766

		

		

		

		

		660.506.843



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

				Jumlah Ormas yang mendapat Hibah



		Jumlah Sosialisas







		325.000.000

		0

		0

		0

		0

		357.500.000















		

Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)

		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesbangpol) Tahun 2022

		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatandan Sub Kegiatan sedang berjalan

		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)



		

		

		

		

		

		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Tingkat Realisasi (%)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7 

		8=(6/7)

		9



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

		Jumlah Monev Ormas 11 Kecamatan

		275.460.766

		34.709.600

		612.236.410

		29.281.700

		5%

		303.006.843



		

		

		

		

		

		ROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

		

		299.342.670

		

		

		

		

		329.275.000



		

		

		

		

		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

		

		299.342.670

		

		

		

		

		329.275.000



		

		

		

		

		

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

		Jumlah Dokumen perumusan kebijakan

		51.383.288

		20.512.200

		46.710.660

		0

		0%

		56.521.000



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

		Jumlah PenyuluhanJum Tes  NarkobaPeserta Penyluhan

		93.499.780

		148.996.600

		84.999.510

		14.500.000

		17%

		102.849.000



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahProgram pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

		Jumlah Pembinaan Desa Peduli ToleransiJumlah Penyuluhan

		154.459.602

		63.559.700

		140.417.520

		25.790.300

		18%

		169.905.000















		

Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)

		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Kesbangpol) Tahun 2022

		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020

		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatandan Sub Kegiatan sedang berjalan

		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)



		

		

		

		

		

		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021

		Tingkat Realisasi (%)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7 

		8=(6/7)

		9



		

		

		

		

		

		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

		

		786.302.000

		

		

		

		

		864.932.200



		

		

		

		

		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

		

		786.303.000

		

		

		

		

		864.932.200



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

				Jumlah Honor Tim terpadu yang Terbayarkan



		Jumlah Pembentukan Desa Sadar Konflik



		Jumlah Rapat Tim Terpadu







		201.200.000

		10.258.000

		171.175.260

		18.388.050

		11%

		221.320.000



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

				Jumlah Honor FKDM



		Jumlah Honor Tim KDPD



		Jumlah Honor TNI AL



		Jumlah Rapat



		Jumlah Sosialisasi



		Jumlah Tim yang Terbentuk







		484.852.000

		336.068.800

		434 852.000

		166.280.000

		38%

		533.337.200



		

		

		

		

		

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		Jumlah Monitoring Pemantauan orang asingJumlah Rapat pemntauan orang asing

		100.250.000

		23.204.900

		83.244.716

		14.984.378

		18%

		110.275.000



		

		

		

		

		

		

		

		11.957.015.950

		5.360.150.240

		9.815.316.275

		2.624.174.144

		26,74%

		12.824.743.337







		Pelaihari, 05 Juli  2021



	Kepala Badan Kesbangpol

	Kabupaten Tanah Laut													





															Drs. H.M.RAFIKI EFFENDI, M.Si

	NIP.196640214 198703 1 012
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Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renja terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 tidak dapat terealisasi 100%. Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2021 diperoleh hasil capaian kinerja semester I Badan Kesbangpol sebesar 26,74% (keuangan) dan 41,33% (fisik) Dengan capaian sebesar 26,74% dan 41,33% (fisik) Kesbangpol dapat dikatakan masih kurang dalam pencapaian kinerjanya.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain : 

(1)   Efisiesi waktu yang tidak terjadwal dengan tepat; 

(2)  Karena Pendemi Cavid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan di batasi dalam  jumlah tertentu; 

(3)   Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan,. 

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
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b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target	kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tercapai melebihi target antara lain :

1. Nilai capaian sasaran meningkatkan tatanan budaya politik yang positif dan santun mencapai 89,45 % dalam bentuk Program Pendidikan Politik Masyarakat yang terdiri dari :

a. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat dengan realisasi kinerja 89,46 % dari target kinerja 40 peserta, I dokumen dan 100 peserta, 3 kegiatan dan terlaksana semua di Kabupaten, dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana sepenuhnya.

Dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :



Tabel . 2.2



		Sasaran Strategis

		Indikator Sasaran

		Target

		Realisasi

		%



		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantibmas)

		Persentase Menurunya angka konflik intern dan antar umat beragama

		100%

		100%

		100%







2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD



Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut tabel terlampir.

Tabel 2.3



		NO

		BIDANG

		PELAYANAN



		1

		Wawasan Kebangsaan

		Pemberian Rekomendasi Ijin

Penelitian



		2

		Kewaspadaan Nasional

		Pengawasan Orang Asing dan

Lembaga Asing



		3

		Politik

		Fasilitasi Bantuan Keuangan

Partai Politik









1. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian



Bidang wawasan kebangsaan mengkoordinir pelayanan ini. Dasar regulasi yang mengatur permohonan rekomendasi ijin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal. Atas dasar surat ijin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan yang dilakukan oleh peneliti.



Pada tahun 2021 sejauh ini Badan Kesbangpol khususnya Bidang Wawasan Kebangsaan telah menerbitkan 48 Rekomendasi ijin penelitian untuk tahun 2021 tahun berjalan yang didominasi oleh lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing



Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertugas sebagai pemantauan keberadaan tenaga kerja asing sebanyak 53 Orang untuk tahun 2021 tahun berjalan yang berada di Kabupaten Tanah Laut yang tersebar di kecamatan pada Perseroan Terbatas (PT).

3. Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik



Fasilitasi bantuan keuangan partai politik sebanyak 10 Parpol untuk tahun 2021 tahun berjalan yang  dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan   keuangan   partai   politik   berdasarkan   proposal yang  dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dibuatkan 







check tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut antara lain :

4. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal – hal  tertentu. Permasalahan yang dihadapi SKPD Badan Kesbangpol dalam tahun anggaran 2021 antara lain :

1. Salah satu penyebab terbatas nya pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu kegiatan yang sudah terjadwal di seluruh bidang – bidang  terkadang pada pelaksanaan nya terjadi kemunduran yang disebabkan beberapa hal. 

salah satunya masalah adanya pademi Covid-19 sehingga kegiatan sering tertunda-tunda dan tidak boleh mengumpulkan banyak  orang yang dapat menimbulkan penularan dan Jaga jarak sesuai protokol kesehatan jumlah pesertanya hanya 50% saja sehingga sasaran tidak maksimal.

2. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. 

Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :

1) Mensinergikan jadwal sesuai tingkat keperluan dalam melakukan tugas yang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.

2) Perlu kesungguhan dan komitmen dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan Tugas Negara dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja pada SKPD







		Tabel T-C.30



		Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		No.

		Indikator

		SPM / Standar Nasional

		IKK

		Target Renstra

		Realisasi Capaian

		Proyeksi

		Catatan Analisa



		

		

		

		

		Tahun 2019

		Tahun 2020

		Tahun 2021

		Tahun 2022

		Tahun 2019

		Tahun 2020

		Tahun 2021

		Tahun 2022

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		1

		Persentasi menurunnya angka konflik intern antar umat beragama

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		2

		Cakupan pemetaan konflik di Kabupaten Tanah Laut

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		3

		Persentase Pembinaan Pembauran Kebangsaan (FPK) wawasan Kebangsaan

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		4

		Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan /Sosialisasi , Bela Negara, Karakter Bangsa dan pembauran

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		5

		Persentase Monitoring dan Evaluasi pelaporan di Bidang Ideologi, Pembauran Wasbang, Bela Negara dan karakter Bangsa.

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		6

		Persentase mediasi / fsilitasi pencegahan penanganan konflik dan penyampaian informasi intelijen

		 -

		- 

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		7

		Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Rapat/ Pertemuan dengan Instansi terkait / Perusahaan  Tim dan Forum 

		 -

		- 

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		8

		Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah ( RAD), Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial dan jumlah Desa Sadar Konflik



		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		9

		Pesrentase Kelompok masyarakat/ LSM Organisasi Pemuda yang aktif berorganisasi 

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		10

		Persentasi Lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan Produktivitas umat (Lembaga)

		-

		-

		100%

		20

		25

		30

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		11

		Persentase Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		12

		Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

		-

		-

		100%

		B

		B

		B

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		13

		Jumlah Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Semgketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		14

		Jumlah Hibah Uang kepada Ormas yang berbadan Hukum

		-

		-

		1 Lenbaga  2 Ormas

		1 Lenbaga  2 Ormas

		1 Lenbaga  2 Ormas

		1 Lenbaga  2 Ormas

		1 Lenbaga  2 Ormas

		1 Lenbaga  2 Ormas

		1 Lenbaga  2 Ormas

		1 Lenbaga  2 Ormas

		 



		15

		Jumlah Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan

		-

		-

		100%

		Baik

		Baik

		Baik

		Baik

		Baik

		Baik

		Baik

		 



		16

		Persentase Partisipasi masyarakat terhadap pemilu (Legislatif, Pilkada I & II Pilpres)

		-

		-

		70%

		70%

		0%

		0%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		17

		Persentase Parpol penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan adminstrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		18

		Jumlah Partisipasi masyarakat yang mengikuti Pemilu

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		19

		Jumlah Parpol penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan adminstrasi sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku

		-

		-

		10

		10

		10

		10

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		20

		Persentase  terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian

		-

		-

		100%

		100%

		0%

		100%

		100%

		100%

		!00%

		!00%

		 



		21

		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

		-

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		 



		22

		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD

		-

		-

		100%

		BB

		BB

		BB

		BB

		BB

		BB

		BB

		 



		23

		Jumlah komponen Pelaporan pada LAKIP SKPD

		 

		 

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		 



		24

		Nilai komponen Perencanaan pada LAKIP SKPD

		 

		 

		BB

		BB

		BB

		BB

		BB

		BB

		BB

		BB

		 



		25

		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala

		 

		 

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		 



		26

		Jumlah data aset dan urusan sarana prasarana administrasi perkantoran

		 

		 

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		 



		27

		Jumlah dokumentasi data dan pelayanan surat menyurat

		 

		 

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		 



		28

		Jumlah tersedianya ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan sertifikasi

		 

		 

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		100%

		!00%

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

Pelaihari,  05 Juli  2021



Kepala Badan Kesbangpol

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		  Kabupaten Tanah Laut,

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Drs.H.M.Rafiki Effendi, M.Si
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan langsung di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan dan sasaran  Renja Badan Kesbangpol

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan KesbangpolKabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam memenuhi amanat undang-undang khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam penyusunan Renja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dukungan operasional organisasi;

2. Meningkatkan ketentraman.,dan ketertiban masyarakat (Trantibmas);

3. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat; 

4. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Tanah Laut;

5. Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

6. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan;

7. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.

3.3 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait.

Sedangkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C.32.
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		Tabel T-C.32



		Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  Kabupaten Tanah Laut



		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



		

		

		

		

		

		

		

		



		NO

		Program/Kegiatan / Sub Kegiatan

		Lokasi

		Besaran/ Volume

		Catatan



		1

		 

		 

		2

		3

		 

		4

		5



		 

		URUSAN WAJIB  Tahun 2022

		 

		 

		 

		 



		 

		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK

		 

		Rp.

		11.957.185.950

		 



		1

		PROGRAM  PENGUATAN  IDEOLOGI  PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		620.000.000

		 



		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		620.000.000

		 



		 

		 

		1

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		470.000.000

		 



		 

		 

		2

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan  Pelaporan di  Bidang  Ideologi  Wawasan  Kebangsaan,  Bela Negara,       Karakter       Bangsa,       Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah Kebangsaan.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		150.000.000

		 



		2

		PROGRAM     PENINGKATAN     PERAN     PARTAI POLITIK  DAN  LEMBAGA  PENDIDIKAN  MELALUI PENDIDIKAN   POLITIK   DAN   PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK;

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		2.219.698.550

		 



		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.



		Badan Kesbangpol

		Rp.

		2.219.698.550

		 



		 

		 

		2

		Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendidikan  Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,  Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Po;itik di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		550.000.000

		 



		 

		 

		3

		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		1.469.698.550

		 



		 

		 

		4

		Pelaksaan Monitoring, Evaluasi an  Pelaporan di   Bidang   Pendidikan   Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,     Fasilitasi Kelembagaan    Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		200.000.000

		 



		3

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		600.460.766

		 



		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		600.460.766

		 



		 

		 

		1

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		325.460.766

		 

 



		 

		 

		2

		Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan …. Yang Berbadan Hukum Indonesia

		Badan Kesbangpol

		

		

		



		

		

		3

		Pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		275.000.000

		



		 

		PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		299.342.670

		 



		4

		 

		Penyusunan Kebijakan Teknis  dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		299.342.670

		 



		 

		 

		3

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		51.383.288

		 



		 

		 

		4

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		93.499.780

		 



		 

		 

		5

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		154.459.602

		 



		5

		PROGRAM      PENINGKATAN      KEWASPADAAN NASIONAL  DAN  PENINGKATAN  KUALITAS  DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		786.302.000

		 



		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		786.302.000

		 



		 

		 

		1

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		201.200.000

		 



		 

		 

		2

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		484.852.000

		 



		 

		 

		3

		 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		100.250.000

		 



		 

		URUSAN UMUM Tahun 2022

		 

		 

		 

		 



		6

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		7.431.211.954

		 



		 

		 

		PERENCANAAN  PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		80.000.000

		 



		 

		 

		1

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		50.000.000

		 



		 

		 

		6

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		30.000.000

		 



		 

		 

		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		5.675.366.052

		 



		 

		 

		1

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		5.645.366.052

		 



		 

		

		3

		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		30.000.000

		 



		

		

		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		10.000.000

		



		 

		 

		1

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		10.000.000

		 



		

		

		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		346.276.660

		



		 

		 

		1

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		9.477.050

		 



		

		

		2

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		25.423.970

		



		 

		 

		3

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		24.926.000

		 



		 

		 

		4

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		1.949.640

		 



		

		

		5

		Jumlah bahan/Material

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		50.000.000

		



		 

		 

		6

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		234.500.000

		 



		 

		 

		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

		 Badan Kesbangpol

		 

		400.000.000

		 



		 

		

		1

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		400.000.000

		 



		 

		 

		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		395.418.402

		 



		 

		 

		1

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		144.099.992

		 



		 

		 

		2

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		35.918.410

		 



		 

		 

		3

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		215.400.000

		 



		 

		 

		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		550.970.850

		 



		 

		 

		1

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		75.000.000

		 



		

		

		2

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		157.875.850

		



		 

		 

		3

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		18.095.000

		 



		

		

		4

		Pemeliharaan/Rekapitulasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan llainnya

		Badan Kesbangpol

		Rp.

		300.000.000

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Pelaihari,  05  Juli  2021

		



		

		

		

		

		

Kepala Badan Kesbangpol

   Kabupaten Tanah Laut.

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Drs.H.M.Rafiki Effendi, M.Si

		



		

		

		

		

		NIP.19640214 198703 1 012
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                 BAB IV 

                        TUJUAN DAN ASARAN

4.1	Program dan Kegiatan

Rencana Kerja yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2014 - 2019 yang mengarah pada :

· Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

· Program Pemeliharaan  ketentraman, ketertiban masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

· Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan HAM

· Program Pendidikan Politik;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui diskusi intern serta memanfaatkan informasi yang berkembang. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renja secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, dan Program yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tabel rencana program dan Kegiatan, yaitu sebagai berikut :



	

		Tabel.C.33



		Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023



		Kabupaten Tanah Laut



Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2021





		



		Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daeah dan Program/Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daeah dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan KePermendagri 050-3708 Tahun 2020 Pemutakhiran

		Lokasi Detail

		Indikator Kinerja Program/Kegiatan

		Rencana Tahun 2022

		Catatan Penting

		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Target Capaian Kinerja

		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

		Sumber Dana

		Sumber Usulan

		Pola Kegiatan

		

		Target Capaian Kinerja

		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		1

		 

		Urusan Umun

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1,06

		 

		Urusan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		 

		 

		 

		 

		 



		1.05.01

		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

		Badan Kesbangpol

		Indeks Kepuasaan Masyarakat

		73,43

		Rp7.431.211964

		APBD

		 

		 

		 

		Baik

		             7.766.403.164 



		1.05.01.2.01

		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

		Badan Kesbangpol

		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

		100%

		Rp80.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 Tahun

		                167.750.000 



		1.05.01.2.01.01

		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		Jumlah Dokumen Perencanaan

		100%

		Rp50.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		 Dokumen (Renstra, Renja, Lakip,Calk, LKPJ/ LPPD)

		                   55.000.000 



		1.05.01.2.01.07

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		Jumlah pelaksanaan pameran 

		100%

		Rp30.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		2 kali

		                   33.000.000 



		1.05.01.2.02

		Administrasi Keuangan 

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

		100%

		Rp5.675.366.052

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		Baik

		             6.209.902.657 



		1.05.012.02.01

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		Badan Kesbangpol

		Jumlah PNS

		100%

		Rp5.645.366.052

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		100%

		             6.152.152.657 



		1.05.012.02.02

		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

		Administrasi Keuangan perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		Terlaksannya vefikasi keuangan SKPD

		100%

		Rp30.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		100%

		33.000.000



		1.05.01.2.05

		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

		100%

		Rp10.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 Tahun

		                   11.000.000 



		1.01.01.205.04 

		 

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

		Badan Kesbangpol

		Terlaksananya informasi kegiatan 

		100%

		Rp10.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		3 Jenis

		                   11.000.000 



		1.05.01.2.06

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Administrasi Umum Perangkat Daerah

		Badan Kesbangpol

		terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

		100%

		Rp346.276.660

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 Tahun

		                325.904.326 



		1.05.012.06.01

		Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

		Badan Kesbangpol

		jumlah jenis

		100%

		Rp9.477.050

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		10 Jenis

		                   10.424.755 



		1.05.012.06.02

		

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Badan Kesbangpol

		jumlah jenis

		100%

		Rp25.423.970

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		41 Jenis

		                   27.966.367 



		1.05.012.06.05

		

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

		Badan Kesbangpol

		jumlah jenis

		100%

		Rp24.926.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		9 Jenis

		                   27.418.600 



		 

		 

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

		Badan Kesbangpol

		jumlah jenis

		100%

		Rp1.949.640

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		12 Bulan

		                     2.144.604 



		

		

		Jumlah bahan/Material

		Badan Kesbangpol

		jumlah jenis

		100%

		Rp50.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		4  Jenis

		55.000.000



		1.05.012.06.09

		Penyediaan Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		Badan Kesbangpol

		Jumlah Rapat dan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi

		100%

		Rp234.500.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		Luar/dalam daerah

		                257.950.000 



		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		Badan Kesbangpol

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		100%

		Rp400.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 Tahun

		440.000.000



		

		

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Badan Kesbangpol

		Jumlah Jenis

		100%

		Rp400.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		4 Jenis

		440.000.000



		1.05.01.2.08

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		Badan Kesbangpol

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		100%

		Rp368.598.402

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 Tahun

		                405.458.242



		1.05.012.08.02

		Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

		Badan Kesbangpol

		jumlah jenis

		100%

		Rp144.099.992

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		3 Jenis

		                158.509.991 



		1.05.012.08.03

		

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Badan Kesbangpol

		jumlah jenis

		100%

		Rp35.918.410

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		3 Jenis

		                   39.510.251 



		1.05.012.08.04

		

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Badan Kesbangpol

		Jumlah Jenis

		100%

		Rp118.580.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		23 Jenis

		                181.373.004 



		1.05.01.2.09

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

		Badan Kesbangpol

		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

		100%

		Rp590.970.850

		APBD

		 

		 

		 

		1 Tahun

		                650.067.935 



		1.05.012.09.02

		Penyedian Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Badan Kesbangpol

		Jumlah Pemeliharaan Roda 4 dan Roda 2 

		100%

		Rp157.875.850

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		13 unit Roda 2                            4 unit Roda 4

		                173.663.435 



		1.05.012.09.06

		

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

		Badan Kesbangpol

		Jumlah Pemeliharaan

		100%

		Rp18.095.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		13 Unit

		                   19.904.500 



		 

		 

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Badan Kesbangpol

		Jumlah Pemeliharaan

		100%

		Rp415.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		4 Jenis

		                456.500.000 



		01.4.01.05. 4

		PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAAN

		PROGRAM  PENGUATAN  IDEOLOGI  PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

		Kab. Tanah Laut

		Persentase peningkatan pemahaman Ideologi Negara RI bagi masyarakat

		100%

		Rp620.000.000

		 

		 

		 

		 

		 

		                517.000.000 



		 

		 

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

		Kab. Tanah Laut

		 

		100%

		Rp620.000.000

		 

		 

		 

		 

		 

		                517.000.000 



		01.4.01.05. 48. 02

		Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

		Kab. Tanah Laut

		1.Terlaksananya Penyululuhan ideologi, wasbang, Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada lembaga Pendidikan 11 Kali/ Peserta asal dari Kabupaten Tanah Laut              2.Terlaksanannya Penyuluhan/ sosialisasi / penataran Ideologi wasbang, Pancasila Bela Negara dan Karakter Kebangsaan pada Organisasi dan Pemuda 10 Kali asal Peserta Kabupaten Tanah Laut

		100%

		Rp470.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		

		11 kali Penyuluhan (lembaga Pendidikan)
10 kali  Penyuluhan/ Sosialisasi Penataran (Organisasi, Pemuda)

		                352.000.000 



		.01.4.01.05. 48. 01

		Pembinaan dan pengembangan ideologi negara

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan  Pelaporan di  Bidang  Ideologi  Wawasan  Kebangsaan,  Bela Negara,       Karakter       Bangsa,       Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah Kebangsaan.

		Kab. Tanah Laut

		1.Terlaksannnya  Apel Wawasan Kebangsaan 3 Kali/ asal peserta dari Kabupaten                                                    2.Terlaksananya  Monitoring dan Evaluasi   33 Kali                                                                    3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembentukan FPK Kecamatan  20 kali/Asal Peserta Kabupaten Tanah Laut

		100%

		Rp150.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		3 kali Apel
33 kali Monitoring & Evaluasi
20 kali Rapat Koord
Pembentukan FPK

		                165.000.000 



		01.4.01.05. 47

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT



		PROGRAM     PENINGKATAN     PERAN     PARTAI POLITIK  DAN  LEMBAGA  PENDIDIKAN  MELALUI PENDIDIKAN   POLITIK   DAN   PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK;

		Kab. Tanah Laut

		 

		100%

		Rp2.177.698.550

		 

		 

		 

		 

		 

		             2.324.300.000 



		 

		 

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

		Kab. Tanah Laut

		 

		100%

		Rp2.177698.550

		 

		 

		 

		

		

		             2.324.300.000 



		01.4.01.05. 47. 01

		Pembinaan Partai Politik dan penyelenggaraan pemilu di segala tingkatan

		Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendidikan  Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,  Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Po;itik di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Jumlah Parpol yang Menerima Hibah
Jumlah Peserta Sosialisasi Hibah Parpol
Jumlah Rapat Parpol
Jumlah Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol

		100%

		Rp350.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		10 Parpol
100 Orang
4 Kali
1 Kali

		                203.831.595 



		 

		 

		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

		 

		

		 

		Rp1.469.698.550

		 

		 

		 

		 

		

		             1.616.668.405 



		01.4.01.05. 47. 02

		Pembinaan dan pengembangan penyusunan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi politik

		Pelaksaan Monitoring, Evaluasi an  Pelaporan di   Bidang   Pendidikan   Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,     Fasilitasi Kelembagaan    Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Jumlah Rapat
Terlaksananya Monitoring Perkembangan Politik

		100%

		Rp358.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		15 Kali
11 Kecamatan

		                393.800.000 



		5.01.4.01.05. 46

		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

		Kab. Tanah Laut

		Cakupan fasilitasi   pembinaan terhdp LSM, Ormas dan OKP

		100%

		Rp975.460.766

		 

		 

		 

		 

		 

		                964.106.843 



		 

		 

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.



		Kab. Tanah Laut

		 

		100%

		Rp975.460.766

		 

		 

		 

		 

		 

		                964.106.843 



		5.01.4.01.05. 46. 04

		Pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Terlaksananya Pemberian Hibah Uang
Terlaksananya Penerapan Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya Penyampaian Hasil-Hasil Pembangunan Pemerintah
Terlaksananya Penyampaian Hasil-Hasil Pembangunan Pemerintah

		 

		Rp376.460.766

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		2 Kegiatan Peraturan Ormas                         4 Monev Ormas 2 Ormas                ( PWRI, FKUB)

		                414.106.843 



		 

		 

		Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan …. Yang Berbadan Hukum Indonesia

		Kab. Tanah Laut

		

		 

		Rp500.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		

		                550.000.000 



		

		

		Pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah

		Kab. Tanah Laut

		Telaksana sosialisasi terhadap ormas 

		

		Rp100.000.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		

		2 Kali

		110.000.000



		5.01.4.01.05. 46

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

		PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

		Kab. Tanah Laut

		 

		 

		Rp299.342.670

		 

		 

		 

		 

		 

		                329.276.937 



		 

		 

		Penyusunan Kebijakan Teknis  dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

		Kab. Tanah Laut

		 

		 

		Rp299.342.670

		 

		 

		 

		 

		 

		                329.276.937 



		5.01.4.01.05. 46. 01

		Penghimpunan data, fakta, keterangan dan informasi tentang ketahanan ekonomi masyarakat

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Terlaksananya Penyuluhan tentang Ketahanan Ekonomi Masyarakat

		 

		Rp51.383.288

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 Laporan
1 Tahun

		                   56.521.617 



		5.01.4.01.05. 46. 02

		Pembinaan dan Pengembangan ketahanan seni budaya

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Telaksananya Penyuluhan tentang Narkoba

		 

		Rp93.499.780

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		2 Kegiatan

		                102.849.758 



		5.01.4.01.05. 46. 03

		Pembinaan dan pengembangan ketahanan agama

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Terlaksananya Pembinaan Desa Peduli Toleransi
Terlaksananya Penyuluhan Ketahanan Agama, Sosial dan Budaya

		 

		Rp154.459.602

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		2  Desa Penyuluhan              3 Kali Penyuluhan

		                169.905.562 



		01.02.01. 001

		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWASPADAAN NASIONAL

		ROGRAM      PENINGKATAN      KEWASPADAAN NASIONAL  DAN  PENINGKATAN  KUALITAS  DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;

		Kab. Tanah Laut

		Cakupan org asing & lembaga asing dan FKDM Kabupaten

		 

		Rp786.302.000

		 

		 

		 

		

		

		                864.932.200 











		 

		 

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;



		Kab. Tanah Laut

		 

		 

		Rp786.302.000

		 

		 

		 

		 

		 

		                864.932.200 



		01.02.01. 001.02

		Penanganan/ menghimpun, mengarahkan penyelesaian konflik

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Terlaksananya tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pembinaan Desa Sadar Konflik

		 

		Rp201.200.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 Tahun
1 desa

		                221.320.000 



		1.05. 4.01.05. 22. 02

		Pembinaan pengendalian dan pengawasan orang asing dan lembaga

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Terlaksananya Sub Kegiatan kerjasama dengan Aparat bersama Tim KDPD, FKDM dan TNI AL dalam melaksanakan pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan laut dan pesisir

		 

		Rp484.852.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 laporan
1 Tahun

		                533.337.200 



		1.05. 4.01.05. 22. 03

		Penyelenggaraan kewaspadaan dini pemerintah daerah

		 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		Kab. Tanah Laut

		Terlaksananya Pemantauan orang asing, tenaga asing dan lembaga asing yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut

		 

		Rp100.250.000

		APBD

		Top Down

		Swakelola

		 

		1 laporan
1 Tahun

		                110.275.000 



		 

		 

		JUMLAH

		 

		 

		 

		   Rp.12.337.185.950

		 

		 

		 

		 

		 

		          12. 







	Pelaihari, 5  Juli  2021

		Kepala Badan Kesbangpol

	   Kabupaten Tanah Laut,

			



	Drs.H.M.RAFIKI EFFENDI, M.Si

	    NIP.19640214 198703 1 012













TABEL RENCANA  PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022

BADAN  KESATUAN  BANGSA  DAN POLITIK  KABUPATEN TANAH  LAUT



		No

		KODE REKENING

		 

		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

		Indikator Program/ Kegiatan

		Target

		Pagu Sementara (berdasarkan RPJMD/ Renstra)



		

		

		 

		

		

		

		



		1

		2

		 

		3

		4

		5

		6



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		12.337.185.950



		1.

		01

		1

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

		 

		 

		 

		7.060.366.513



		 

		01.2.01

		 

		1

		PERENCANAAN  PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

		-

		 

		 

		80.000.000



		 

		01.2.01.01

		 

		 

		1

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		 

		Tersusunnya dokumen Perencanaan

		 6 Dokumen

		50.000.000



		 

		01.2.01.07

		

		 

		6

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		

		Jumlah rapat evaluasi

		2 Event

		30.000.000



		 

		01.2.02

		 

		2

		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

		-

		 

		 

		5.675.366.052



		 

		01.2.02.01

		

		 

		1

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		-

		Terbayarnya gaji dan tunjangan  ASN 

		14  Bulan

		5.645.366.052



		 

		01.2.02.05

		

		 

		3

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

		-

		Tersusunnya dokumen Keuangan 

		3 Dokumen

		30.000.000



		 

		01.2.06

		 

		3

		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

		-

		 

		 

		346.276.660



		 

		01.2.06.01

		

		 

		1

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

		

		Tersedianya komponen listrik

		16 Jenis

		9.477.050



		 

		01.2.06.02

		 

		 

		2

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		 

		Tersedianya peralaatan dan perlengkapan kantor

		46 Jenis

		25.423.970



		 

		01.2.06.05

		

		 

		3

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

		-

		Tersedianya cetakan dan Penggandaan

		9 Jenis

		24.926.000



		 

		01.2.06.06

		 

		 

		4

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

		 

		Tersedianya bahan bacaan

		12 bulan

		1.949.640



		

		

		

		

		5

		Jumlah bahan/Material

		

		Terlaksananya bahan/meterial

		4 Jenis

		50.000.000



		 

		01 2.06.09

		 

		 

		6

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		

		Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

		12 bulan

		234.500.000



		 

		01.2.07

		 

		 

		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

		-

		 

		 

		400.000.000



		 

		01.2.07.09

		

		 

		 

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		

		Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

		4 Jenis 

		400.000.000



		 

		01.2.08

		 

		4

		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

		-

		 

		 

		395.418.402



		 

		01.2.08.02

		

		 

		1

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		-

		Terbayarnya rekening listrik,internet, TV kabel dan telepon

		12 bulan

		144.099.992



		 

		01.2.08.03

		 

		 

		2

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		-

		Tersediaanya  peralatan dan perlengkapan kantor

		13 Jenis

		35.918.410



		 

		01.2.08.04

		

		 

		3

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		

		Terbayarnya honorarium PTT                           Terbayarnya jasa pertugas kebersihan kantor

		8 orang PTT/ 12 bln

		215.400.000



		 

		01 2.09

		 

		5

		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

		 

		 

		 

		550.970.850



		 

		01.2.09.01

		 

		 

		1

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan

		-

		Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Kepala Kaban 

		1 Jenis

		75.000.000



		

		01.2.09.02

		 

		 

		2

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		-

		Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

		2 Jenis

		157.875.850



		 

		01.2.09.06

		 

		 

		3

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		-

		Terealisasinya perbaikan peralatan kerja

		5  Jenis

		18.095.000



		

		

		

		

		4

		Pemeliharaan/Rekapitulasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan llainnya

		-

		Terealisasinya Rekapitulasi sarana prasanana

		4 Jenis

		300.000.000



		 

		01.2.05

		 

		6

		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

		 

		 

		 

		30.350.000



		 

		01.2.05.02 

		 

		 

		1

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

		-

		Tersedianya bahan pakaian Dinas beserta akribut kelenkapannya

		37 Orang

		20.350.000



		 

		 

		 

		 

		2

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

		 

		Terlaksananya informasi kegiatan 

		3 Jenis

		10.000.000



		 

		8.01.02

		 

		PROGRAM  PENGUATAN  IDEOLOGI  PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

		 

		 

		 

		620.000.000



		 

		8. 01.02.2.01

		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

		 

		 

		 

		6200.000.000



		 

		8.01.02.2.01.03

		 

		 

		1

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

		 

		1.Terlaksananya Penyululuhan ideologi,wasbang, Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada lembaga Pendidikan 11 Kali/ Peserta asal dari Kabupaten Tanah Laut                                                2.Terlaksananya Penyuluhan/sosialisasi/ penataran Ideologi.wasbang,Pancasila Bela Negara dan Karakter Kebangsaan pada Organisasi dan Pemuda 10 Kali Asal Peserta Kabupate Tanah Laut

		11 kali Penyuluhan (lembaga Pendidikan)
10 kali  Penyuluhan/ Sosialisasi Penataran (Organisasi,Pemuda)

		470.000.000



		 

		8.01.02.2.01.05

		 

		 

		2

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan  Pelaporan di  Bidang  Ideologi  Wawasan  Kebangsaan,  Bela Negara,       Karakter       Bangsa,       Pembauran Kebangsaan,  Bineka  Tunggal  Ika  dan  Sejarah Kebangsaan.

		 

		1. Terlaksananaya Apel Wawasan Kebangsaan 3 Kali/ asal peserta dari Kabupaten.                                                            2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi  33 Kali.                                                                         3. Terlaksananya Rapat Koordinasi  FPK  Kabupaten dan Kecamatan  20 kali/Asal Peserta Kabupaten Tanah Laut

		3 kali Apel
33 kali Monitoring     & Evaluasi
20 kali Rapat Koordinasi FPK

		150.000.000



		 

		8 01.03

		1

		PROGRAM     PENINGKATAN     PERAN     PARTAI POLITIK  DAN  LEMBAGA  PENDIDIKAN  MELALUI PENDIDIKAN   POLITIK   DAN   PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK;

		 

		 

		 

		2.177.698.550



		 

		8.01.03.2.01

		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

		 

		 

		 

		2.177.698.550



		 

		8.01.03.2.01.01

		 

		 

		1

		 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

		 

		Terlaksananya Desa sadar politik 2 (dua) Desa  yaitu 1(satu) di Kecamaan Bajuin dan 1 (satu) di Kecamatan Panyipatan 

		60 Peserta   diskusi             ( 30  Kec. Bajuin,30 Kec. Panyipatan) 

		100.000.000



		 

		8.01.03.2.01.03

		 

		 

		2

		Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendidikan  Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,  Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

		 

		Jumlah Parpol yang Menerima Hibah
Jumlah Peserta Sosialisasi Hibah Parpol
Jumlah Rapat Parpol
Jumlah Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol

		10 Parpol
100 Orang
4 Kali
1 Kali

		350.000.000



		 

		 

		 

		 

		3

		Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

		 

		

		

		1.469.698.550



		 

		8.01.03.2.01.05

		 

		 

		4

		Pelaksaan Monitoring, Evaluasi an  Pelaporan di   Bidang   Pendidikan   Politik,   Etika   Budaya Politik,     Peningkatan     Demokrasi,     Fasilitasi Kelembagaan    Pemerintahan,    Perwakilan    dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

		 

		Jumlah Rapat
Terlaksananya Monitoring Perkembangan Politik

		15 Kali
11 Kecamatan

		358.000.000



		 

		8.01.04

		 

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

		 

		.

		 

		975.460.766



		 

		8.01.04.2.01

		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

		 

		 

		 

		975.460.766



		 

		8.01.04.2.01.05

		 

		 

		1

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

		 

		Terlaksananya Pemberian Hibah Uang
Terlaksananya Penerapan Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentangOrganisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya Penyampaian Hasil-Hasil Pembangunan Pemerintah
Terlaksananya Penyampaian Hasil-Hasil Pembangunan Pemerintah

		2 Kegiatan Peraturan Ormas                                    4 Monev Ormas                              2 Ormas ( PWRI,FKUB)

		376.460.766



		 

		 

		 

		 

		2

		Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan …. Yang Berbadan Hukum Indonesia

		 

		

		

		500.000.000



		

		

		

		

		3  

		Pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah

		

		Jumlah sosialisasi

		2 Kali

		100.000.000



		 

		8.01.05

		 

		PROGRAM  PEMBINAAN  DAN  PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

		 

		 

		 

		299.342.670



		 

		8.01.05.2.01

		 

		 

		Penyusunan Kebijakan Teknis  dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

		 

		 

		 

		299.342.670



		 

		8.01.05.2.01.02

		

		 

		3

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		

		Terlaksananya Penyuluhan tentang Ketahanan Ekonomi Masyarakat

		1 Laporan
1 Tahun

		51.383.288



		 

		8.01.05.2.01.03

		 

		 

		4

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		 

		Telaksananya Penyuluhan tentang Narkoba

		2 Kegiatan

		93.499.780



		 

		8.01.05.2.01.04

		

		 

		5

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

		

		Terlaksananya Pembinaan Desa Peduli Toleransi
Terlaksananya Penyuluhan Ketahanan Agama, Sosial dan Budaya

		2 Desa Penyuluhan               3 Kali  Penyuluhan                                               

		154.459.602



		 

		8.01.06

		 

		PROGRAM      PENINGKATAN      KEWASPADAAN NASIONAL  DAN  PENINGKATAN  KUALITAS  DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;

		 

		 

		 

		786.302.000



		 

		8.01.06.2.01

		 

		1

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

		 

		 

		 

		786.302.000



		 

		8. 01.06.2.01.02

		

		 

		1

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		

		Terlaksananya tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pembinaan Desa Sadar Konflik

		1 Tahun
1 desa

		201.200.000



		 

		8.01.06.2.01.04

		 

		 

		2

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		 

		Terlaksananya Sub Kegiatan kerjasama dengan Aparat bersama Tim KDPD, FKDM dan TNI AL dalam melaksanakan pengamanan, pemeliharaan ketertiban danpencegahan kejahatan laut dan pesisir

		1 laporan
1 Tahun

		484.852.000



		 

		8.01.06.2.01.05

		 

		 

		3

		 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

		 

		Terlaksananya Pemantauan orang asing, tenaga asing dan lembaga asing yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut

		1 laporan
1 Tahun

		100.250.000



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Pelaihari,  05  Juli  2021

	   

 		Kepala Badan  Kesbangpol

 	Kabupaten Tanah Laut	



	



	Drs.H.M.RAFIKI EFFENDI, M.Si

	     Pembina Utama Muda

	NIP.19640214 198703 1 012	
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BAB. V

P E N U T U P



Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Adanya rencana kerja ini agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh staf dan jajarannya dapatmelaksanakan tugas secara terarah, bertahap, dan berkesinambungan dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu di tingkat kementerian (pemerintahan pusat), pemerintah provinsi, kabupaten, serta juga di lingkup swasta dan masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, adil, transparan dan berkesinambungan .adapun rencana kerja ini dalam hal ketersediaan anggaran kita dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja. Kinerja lebih dioptimalkan dalam hal pelaksanaan tugas dan tujuan yang akan dicapai serta bekerja secara efektif, efisien,dan akuntabel.

Rencana tindak lanjut dalam tahun anggaran yang akan dating yaitu dengan lebih mengoptimalkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.





		        Pelaihari, 5 Juli 2021



		Kepala Badan Kesbangpol                Kabupaten Tanah Laut,







Drs. H.M RAFIKI EFFENDI, M.Si

Pembina Utama Muda                NIP. 19640214 198703 1 012
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